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ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6
(enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau
minuman lain. Dalam pelaksanaannya pemerintah maupun pemerintah daerah
wajib mendukung jalannya program ASI eksklusif ini tidak terkecuali di tempat
kerja. Sehingga dalam pelaksanaannya tersebut dibutuhkan hukum pidana sebagai
sarana untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, kapan dan
dalam hal apa larangan itu dapat dikenakan pidana, dan menentukan dengan cara
apa pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Permasalahan dalam skripsi ini
adalah bagaimanakah perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan
program ASI eksklusif dan apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan progam
ASI tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris
dengan data primer sekunder yang masing-masing data diperoleh dari penelitian
kepustakaan dan studi lapangan, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif
guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa
perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif
ini yaitu bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan
terkait program ASI ini salah satunya tidak menyediakan ruang khusus menyusui
(ruang laktasi). Hal tersebut ditujukan kepada para penyelenggara tempat kerja
dan tempat sarana umum yang apabila tidak menyediakan ruang laktasi ini akan
dikenakan sanksi pidana berupa pidana satu tahun dan denda Rp. 100.000.000
(seratus juta rupiah).

Faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor undang-undang dan faktor
masyarakat. Faktor undang-undang seperti tidak jelasnya pihak-pihak mana yang
mengawasi program ASI dan faktor masyarakat dalam hal ini ketidaktahuan dan
ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif, dan kurangnnya
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keberanian masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib apabila merasa
dirugikan dalam hal menjalankan program ASI eksklusif.

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu perlunya dirumuskan kembali pasal
tentang ASI eksklusif kemudian perlunya sosialisasi lebih lanjut terkait
pentingnya ASI eksklusif yang diberikan kepada masyarakat terutama para ibu
tidak terkecuali untuk penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum untuk
mendukung pelaksanaan program ASI eksklusif dengan menyediakan ruang
laktasi.
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